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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap 

anak pelaku tindak pidana Pencurian dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort 

HuluSungai Tengah serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di 

Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah. Untuk 

mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data; metode 

wawancara, metode kepustakaan, studi dokumentasi, dan metode analisis yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dikaji.  

Hasil penelitian, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana 

dalam proses penyidikan; dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan 

atau Penyidik Pembantu yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan 

dilaksanakan oleh polisi wanita, kemudian dalam proses penyidikan memberikan 

perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-

undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Sementara Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak 

pidana dalam proses penyidikan yaitu; Hukumnya (undang-undang), Penegak Hukum, 

Sarana dan Fasilitas. 

 

Kata kunci :  Efektivitas Penyidikan Anak,  Pelaku Tindak Pidana Pencurian 

 
 
PENDAHULUAN 

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal 

yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa 

konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman 

yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak 

jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. 

Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak 

kejahatan. 
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Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2
 

Perlindungan dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan 

kepentingan terbaik anak tidak hanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

melainkan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Dan dalam menangani 
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kasus anak yang berhadapan dengan proses hukum harus bertumpu pada ketentuan-

ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan 

seimbang.  Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana 

anak,  kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam 

hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1  (angka 1)   UU No. 3 tahun 1997  tentang 

Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 

tahun dan belum pernah kawin. 
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Perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk 

melindung hak-hak anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana, tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, 

pada tanggal 3 Januari 1997, pemerintah telah mensahkan Undang undang. Nomor 3 

Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan 

memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. 

 

PEMBAHASAN 

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat 

diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara 

tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja 

diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman 

penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. 

Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal 

mengikuti tata cara dalam Undang – undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang 

Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat (KUHAP). Penangkapan dilakukan tidak 

boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan 

berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan 

harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada 

penyidik.  

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat 

diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan 

penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan 

dilakukan oleh Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah Unit Khusus Anak, melakukan 

tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada 

bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.
4
  

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus 

dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabak anak. Penangkapan 

terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau 

tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum 

sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang 

belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap 

wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
5
  

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam 

Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari 

Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya 

tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku 
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kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya 

dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan 

perbuatannya.  

Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-

tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, 

pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat 

dilaksanakan.  

Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
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Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, 

mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, penyitaan, 

pemeriksaan tersangka/introgasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan 

perkara, dan melimpahkan perkara.  

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik 

yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 

12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik 

mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau 

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di 

istansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau 

dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Resort HST harus 

dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU 

No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan 

dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa 

pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-

jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap 

sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. 

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta 

pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli 

pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang 

ada di Kota Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya dalam proses penyidikan 

terhadap perkara anak wajib dirahasiakan,
7
 tindakan peyidik berupa penangkapan, 

penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai 

dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat 

diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya 

yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.  

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku 

tindak pidana tersebut Kepolisian Resort HST telah mengadakan Unit Tindak Pidana 

Khusus Anak jadi  secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan 

secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak 

melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan 

atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan 
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ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada 

di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau 

hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum 

(dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari 

labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.  

 

KESIMPULAN 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dan dijelaskan bahwa tindak 

pidana pencurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  

a. Mengambil  

b. Ada barang yang diambil  

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lan  

d. Tanpa seizin dari pemiliknya  

e. Dengan maksud untuk memiliki 

f. Dengan melawan hukum  

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat 

diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara 

tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja 

diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman 

penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal 

ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan dalam yang di 

atur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah :  

a. Pencurian Ternak 

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, 

kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau 

bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).  

c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau 

dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP). 

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 

ayat (1) ke-4 KUHP).  

e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) 

ke-5 KUHP).  
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